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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam parsal 4z ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaarr Keuangan
Daerah, perlu Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 

')01,1;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacla huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo ternrtang Standar
Satuan Harga Tahun Anggaran 20L4;

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20r)0 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a060);
Undang-undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang lreuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAffi Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,ljl86);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenderharetitn Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ]-ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
undang-Undang Nomor 15 Tahun za04 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l-ernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2a04 Nomor 66, Tambahan Lernrbariln Negara
Republik Indonesia Nomor aa00);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintaharn Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nc,mor lzs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesier Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengarr Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Keclua Atas; Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peme,rintahanrr Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4tE44'],1
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinrbangarrr Keuangarr
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lc'rnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tarnbaiharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtentuka,n peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Irrdone,sia Tahun
2afi Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523,fl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200:t tentang Danir
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia l?hun 11005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaarr
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 200Si
Nomor t40, Tambahan Lembaran Negara Rerpr-rblik Indonesier
Nornor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentilrrg Pembagianr
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahirn Daerilh provinsir
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembararr lrl-'gara Republik:
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran l\egar.a Republik:
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun z0e7 terntang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indorresia lirhun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Stilndar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonelsia T.llrun 2010
Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana trelah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nrerleri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturiln l"lerrt,eri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang F,elngelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo T,ahun 2006
Nomor 03 Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Penrvakilan Rakyat Daerah provinsi

Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor
Provinsi Gorontalo Nomor 4);

2A07 tentalrg Pembentukan
Daerah dan Siekrretariat Dewan
Gorontalo (L,:mtnran Daerrah
5, Tambahan Lemrbamn Daerah
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Menetapkan

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20A7 tentlnq Pe:mbentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Pro'vin:;i Gorontaht
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2Bg7 N,3mor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tenttnq Permbentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tekrris Daerah Provins;i
Gorontafo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomrrr 1j);

18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentan,g Permbentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Penguru:s Korps Pegaweri
Negeri Sipif Republik Indonesia Provinsi Gorontalo (Lernbarcn Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 05, Tambaharr Lernbilran Daeralr
Provinsi Gorontalo Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan
Penanggufangan Bencana Provinsi Gorontalo (Lembaran Daeiah Provins;i
Gorontalo Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provins;i
Gorontalo Nomor 05);

20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentitnq Pr:mbentukan
Organisasi dan Tata Keqa Sekretariat Eladan Koordinasi loenyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Lemb,aran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 07, Tambilhan Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HAR.(3A TAHUN
ANGGAMN 2014

Pasal 1
standar satuan harga adalah satuan biaya setinggi tinggin,la y'ang digunakan
sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2
Standar satuan harga tahun anggaran 20!4 digunakan sebiegai pedoman bagi
satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dalam menyusun
Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah -filhun 

Anggaran
2014 dan bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeral', dalanr menyusun
Rencana Kerja Anggaran - Pejabat Pengefofa Keuangan Da,erah.

Pasal 3
(1) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasall 1 dan Pasal 2l

terdiri dari standar satuan harga bersifat umum dan s;tanrJar saluan
harga bersifat khusus. q
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(2) Standar satua* harga yang bersifat umurn (SSHU) rnen:palan standar
satuan yang penggunaannya bersifat lintas satuarr k,erj:r prerangkat
daerah.

(3) Standar satuan harga yang bersifat khusus (SSHK) aderlah standar satuan
untuk kegiatan khusus dilaksanakan oleh satuan kerjer peranglkat daerah
teftentu sefta untuk kegiatan teftentu.

Pasal 4
(1) ssHU sebagaimana dimakud dalam pasal 3 ayart ri2) adalafr

sebagaimana ditetapkan di dalam:
a. Lampiran I tentang SSHU Belanja Tlclak LangsLrng, lenis Belanjer

Personal;
b. Lampiran II tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanjia personal;
c. Lampiran III tentang ssHU Belanja Langsung, lenirs Belanjar

Barang/Jasa;
d. Lampiran IV tentang ssHU Befanja Langsunr3, Jerris Bel,anja

Barangl)asa - perjalanan Dinas;
e. Lampiran v tentang ssHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal

Tertentu.
(2) ssHl( sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ilyat (:l) adafah

sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran VI tenftrng SSFIK Belanja
Langsung, lenis Betanja Barang/Jasa - perjalanan Dina:: beftenliu.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplon.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah F'rovinsi Gorontalo.

BERMA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR ]8.
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